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BTC (Banto Trade Centre) adalah salah satu kebijakan Pemko Bukittinggi
vang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, menggali potensi daerah serta untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun pada kenyataannya, pada tahap
implementasi BTC telah menimbulkan permasalahan baru dimana menurunnya
perekonomian pedagang di BTC dari hari ke hari, semua pihak terkait telah dirugikan
yaitu pihak investor, Pemko dan pedagang. Untuk itu tujuan dari skripsi ini adalah
peneliti ingin menjelaskan bagaimana kapabilitas responsif Pemerintah Kota
Bukittinggi dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian pedagang di BTC.
Konsep vang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem politik yaitu pada teori
kapabilitas responsif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe
penelitian deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan di Kota Bukittinggi
khususnya di Kantor Walikota, DPRD dan BTC dengan menggunakan teknik
wawancara, dokumentasi dan observasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik
purposive sampling untuk informan primer sedangkan untuk informan biasa peneliti
memakai teknik aksidental. Sedangkan analisis data dilakukan secara ernk dan emik.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kapabhilitas responsif Pemerintah Kota
Bukittinggi dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian pedagang di BTC masih
belum maksimal atau bisa dikatakan masih rendah. Hal ini terbukti dengan tindakan-
tindakan vang telah dilakukan Pemko tidak berjalan maksimal sehingga pedagang
masih belum bisa merasakan manfaat atau keuntungan dari peranan pemerintah
dalam peningkatan kesejahteraan perckonomian pedagang di BTC. padahal pedagang
di BTC sudah sering menuntut kepada Pemko Bukittinggi. Untuk langkah selanjutnya
Pemerintah akan melakukan evaluasi, kajian-kajian dan melakukan koordinasi
dengan pihak investor dan pedagang agar BTC bisa berjalan optimal sehingga
perekonomian pedagang di BTC bisa sejahtera.

Kata kunci : Kapabilitas responsif. Pemerintah Kota, Kesejahteraan, Perekonomian,
Pedagang




BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tugas utama pemerintah daerah
(Pemda) adalah untuk menjalankan kewenangan pada berbagai  bidang
pemerintahan. Konsckuensi dari hal tersebut adalah adanya peningkatan
penerimaan daerah agar mampu menjadi sumber andalan bagi daerah untuk
membiayai seluruh kewenangan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah
memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah
tanguanya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
dan pelaksanaan pemerintahan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut, maka
kepala daerah diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan urusan
pemerintahan didalam rumah tangganya. Dengan semangat otonomi dacrah.
mengharuskan Pemda agar menjadi kuat dan cfektif dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pengembangan di daerah. Langkah awal yang dapat dilakukan
oleh pemerintah dacrah yaitu dengan melihat potensi-potensi yang dimilikinva
dan mampu mengelolanya dengan baik serta memperjuangkannya sendiri'.

Untuk pelaksanaannva dalam otonomi daerah. Pemko Bukittinggi telah
menjalankan tugasnya yaitu deng;n memanfaatkan dan mengembangkan potensi-

potensi yang ada di Kota Bukittinggi. Salah satu potensi vang dimanfaatkan dan

' Suranda Tang, Pemerintah Daerah di Berbagai Negara, Jakarta © Pustaka Sinar Harapan, 1997,
Him, Y8,




dikembangkan oleh Pemko Bukittinggi pada bidang pembangunan yaitu melalui
scktor perdagangan. Melalui sektor perdagangan ini Pemko Bukittinggi telah
merelokasi pasar tradisional yang terletak dikawasan Pasar Banto menjadi sebuah
pusat pertokoan dan gedung parkir yang sckarang lebih dikenal dengan sebutan
{Banto Trade Centre) BTC, BTC adalah salah satu wadah baru bagi masyarakat
Kota Bukittinggi untuk berwirausaha sekaligus scbagai tempat lapangan kerja

bagi masyarakat Kota Bukittinggi 2.

Hal vang melatarbelakangi direlokasinya pasar tradisional dikawasan

4 Pasar Banto tersebut dikarenakan pasar tradisional Banto itu Kurang terawat
bahkan sering dijadikan masyarakat sekitar scbagai tempat berjudi, mabuk-
mabukan serta tempat prostitusi pada malam hari. Selain itu. pembangunan
tersebut juga dilatar belakangi olch terminal Angkutan Pedesaan dan Angkutan
Perkotaan yang tidak lagi memadai  schingga mengakibatkan kemacetan, serta
terjadi peningkatan angka pengunjung Kota Bukittinggi dan Peningkatan angka
pedagang vang menggunakan fasilitas umum untuk berdagang scperti trotoar

ataupun sisi badan jalan’,

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dikawasan Pasar Banto
tersehut maka Pemerintah Kota Bukittinggi berinisiatif merombak Pasar Banto
dan menjadikan kawasan tersebut schagai Pusat Pertokoan dan Gedung Parkir

yang lebih dikenal dengan nama BTC (Banto Trade Centre)’. Adapun tujuan

Y pembangunan Pasar Banto /06”persetujuan DPRD Kota Bukittinggi terhadap kerjasama
Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak ketiga dalam Pembangunan Pusat Pertokoan dan
Gedung Parkir Pasar Banto Bukittinggi
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BAB V1

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

1. Kebijakan vang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi dalam merelokasi
pusat perdagangan dikawasan Pasar Banto menjadi BTC dapat diterima
oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan tidak adanva pro dan kontra vang
terjadi selama masa pembangunan BTC berlangsung. Pembangunan BTC
memang sempat terganggu namun hal tersebut bukanlah karena adanya
pertentangan dari masyarakat melainkan adanya kesalahan manajemen
investor. Pedaganpg menyatakan bahwa harapan awal mercka schelum dan
sesudah BTC  beroperasi tidak sesuai dengan kenvataannva, dimana
sebelum BTC ini dibangun, mereka berpandangan bahwa dengan adanva
BTC ini  akan membantu masyarakat Kota Bukittinggi dalam
meningkatkan perckonomian mercka dan bisa menambah lapangan kerja.
Namun pada kenyataannya setelah BTC mulai beroperasi ternyata telah
menimbulkan permasalahan  baru  yaitu  menurunnya perckonomian
pedagang dari hari ke hari.

2. Untuk kapabilitas  responsil Pemerintah Kota  Bukittinggi  dalam
peningkatan kesejahteraan perekonomian pedagang di BTC memang ada
tapi masih rendah atau bisa dikatakan belum maksimal. Upaya atau

perencanaan memang ada tapi belum semuanya tercalisasi dengan
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